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BAB 1 

KONSEP DASAR ADMINISTRASI PUBLIK 

 
 

A. PENGERTIAN ADMINISTRASI PUBLIK 

Administrasi publik adalah disiplin ilmu sekaligus praktik yang 
berorientasi pada pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik. 

Secara konseptual, administrasi publik mencakup serangkaian aktivitas 

yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

pengawasan, hingga evaluasi kebijakan publik. Aktivitas ini bukan hanya 

bersifat teknis birokrasi, tetapi juga terkait erat dengan aspek politik, 

hukum, dan sosial yang membentuk dinamika kehidupan bernegara 

(Rosenbloom, Kravchuk, & Clerkin, 2015). Oleh karena itu, administrasi 

publik dapat dipahami sebagai sistem yang menghubungkan negara 

dengan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan yang adil, 
transparan, dan akuntabel. 

Waldo (1984) memandang administrasi publik sebagai ekspresi nyata 

dari teori politik yang diwujudkan dalam struktur kelembagaan dan praktik 

pemerintahan. Menurutnya, administrasi publik tidak bisa dipisahkan dari 

nilai-nilai politik karena birokrasi selalu menjadi arena pertarungan 

kepentingan dan distribusi sumber daya. Dengan demikian, administrasi 

publik tidak hanya berbicara mengenai efisiensi kerja birokrasi, tetapi juga 

mengenai legitimasi, etika, dan keadilan dalam pelaksanaan kekuasaan 

negara. 

Sejalan dengan itu, Denhardt dan Denhardt (2015) melalui konsep 
New public Service menekankan bahwa administrasi publik seharusnya 

mengedepankan orientasi pelayanan publik daripada sekadar 

pengendalian atau pengaturan. Prinsip utama dari pendekatan ini adalah 

<melayani, bukan mengendalikan=, yang berarti birokrasi harus 
menempatkan warga negara sebagai mitra dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Dengan adanya partisipasi masyarakat, administrasi publik 

tidak lagi bersifat hierarkis semata, melainkan kolaboratif dan demokratis. 
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BAB 2 

TEORI – TEORI ADMINISTRASI PUBLIK 

 
 

A. TEORI KLASIK 

1. Definisi Teori Klasik 

Teori klasik administrasi publik mengacu pada pendekatan awal yang 

dikembangkan untuk memahami dan mengatur organisasi pemerintahan 

serta pelayanan publik. Salah satu dasar dari teori ini adalah sistem 

mekanistik yang menekankan efisiensi dan struktur formal. Dalam konteks 

ini, administrasi publik dilihat sebagai suatu sistem yang terstruktur secara 

hirarkis dengan fokus pada pembagian tugas dan spesialisasi, yang 

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan fungsi-

fungsinya. Sistem ini mengandalkan prinsip-prinsip seperti rasionalitas, 

formalitas, dan prosedur yang jelas untuk memastikan bahwa semua 
kegiatan organisasi dilakukan dengan cara yang paling efisien dan efektif 

(Nuryeni et al., 2022). 

Dalam teori klasik, efisiensi menjadi fokus utama untuk meningkatkan 

produktivitas administrasi publik. Henry Fayol dan Max Weber, sebagai 

tokoh sentral, berkontribusi pada pengembangan konsep struktur 

organisasi dan prinsip-prinsip manajemen yang sistematis. Fayol 

menekankan pentingnya pengaturan yang jelas dalam organisasi, 

termasuk pembagian kerja, otoritas yang jelas, dan proses komunikasi 

yang terstruktur. Di sisi lain, Weber menekankan pentingnya birokrasi 

sebagai bentuk organisasi yang paling rasional, di mana setiap pegawai 
memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik sesuai dengan aturan 

dan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini berkontribusi pada penciptaan 

stabilitas dan keberlanjutan dalam administrasi publik (Nafisah & 

Marwiyah, 2022). 

Jika dilihat dari perspektif ini, struktur formal dianggap esensial dalam 

memastikan bahwa organisasi dapat beroperasi dengan efektif. Dengan 

adanya hierarki yang jelas, setiap anggota dalam organisasi dapat 
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BAB 3 

BIROKRASI DALAM ADMINISTRASI PUBLIK 

 
 

A. PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK BIROKRASI 

Birokrasi dalam administrasi publik merupakan salah satu konsep 
fundamental yang membahas bagaimana suatu sistem organisasi 

pemerintahan diatur agar mampu menjalankan fungsi negara secara 

efektif, efisien, dan berkesinambungan. Birokrasi tidak hanya dipahami 

sebagai sekumpulan aparatur yang bekerja di balik meja pemerintahan, 

tetapi juga sebagai suatu mekanisme yang mengatur pembagian tugas, 

hierarki kewenangan, dan tata kelola pelayanan publik. Menurut Putra 

(2020), birokrasi adalah instrumen utama yang memungkinkan 

pemerintah mengimplementasikan kebijakan publik, menjaga keteraturan 

administrasi, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 
sistematis. 

Dari perspektif administrasi publik, birokrasi memiliki fungsi ganda 

yaitu sebagai alat kontrol sekaligus alat pelayanan. Sebagai alat kontrol, 

birokrasi berfungsi menjaga stabilitas, kepastian hukum, dan ketertiban 

administrasi dalam pelaksanaan kebijakan. Sedangkan sebagai alat 

pelayanan, birokrasi dituntut mampu menjawab kebutuhan masyarakat 

dengan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel (Suryanto, 2021). 

Dengan demikian, birokrasi memegang peranan vital dalam menjembatani 

kepentingan negara dengan kebutuhan warga negara. 

Adapun karakteristik birokrasi dapat dilihat dari beberapa aspek 
penting. Pertama, adanya hierarki kewenangan yang jelas, di mana setiap 

pejabat birokrasi memiliki posisi dan tanggung jawab yang terstruktur dari 

tingkat atas hingga tingkat bawah. Kedua, terdapat pembagian kerja yang 

rinci sehingga setiap pegawai mengetahui tugas dan fungsi masing-masing. 

Ketiga, birokrasi dijalankan melalui aturan formal yang sistematis sehingga 

segala tindakan didasarkan pada norma hukum dan prosedur yang baku 

(Wahyudi, 2019). Keempat, birokrasi memiliki sifat impersonalitas, artinya 
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BAB 4 

ORGANISASI DALAM ADMINISTRASI PUBLIK 

 
 

A. PENGERTIAN ORGANISASI PUBLIK 

Organisasi publik merupakan entitas yang dibentuk oleh negara 
dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara 

menyeluruh. Fungsi utamanya tidak sekadar menyediakan pelayanan 

dasar, tetapi juga mendukung pembangunan sosial, ekonomi, politik, dan 

budaya agar kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan baik. 

Berbeda dengan organisasi privat yang berorientasi pada keuntungan, 

organisasi publik menitikberatkan pada kepentingan umum, kesejahteraan 

kolektif, serta pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Fokusnya terletak 

pada pemerataan layanan, keadilan sosial, serta penciptaan legitimasi 

negara di mata rakyat. 
Lebih jauh, organisasi publik tidak hanya berfungsi sebagai wadah 

administratif yang mengatur jalannya pemerintahan, tetapi juga sebagai 

instrumen politik dan sosial yang menjembatani interaksi antara negara 

dengan masyarakat. Keberadaannya mencerminkan tanggung jawab 

negara dalam menjawab kebutuhan publik, sekaligus menjadi arena di 

mana kepentingan pemerintah dan masyarakat saling berinteraksi, 

bernegosiasi, bahkan terkadang berkonflik. Dengan demikian, organisasi 

publik merupakan ruang dinamis yang terus bergerak sesuai dengan 

perkembangan zaman, tuntutan warga, dan perubahan kebijakan. 

Selain sebagai penyedia layanan, organisasi publik juga memiliki peran 
strategis dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah. Pelayanan publik yang buruk dapat menimbulkan 

kekecewaan, menurunkan legitimasi, bahkan memicu krisis kepercayaan. 

Sebaliknya, pelayanan yang efektif, transparan, dan merata akan 

memperkuat legitimasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta 

mendorong terbentuknya hubungan timbal balik yang sehat antara 

pemerintah dan warga negara. Karena itu, organisasi publik memikul 
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BAB 5 

MANAJEMEN DALAM  

ADMINISTRASI PUBLIK 

 
 

A. PENDAHULUAN 

Administrasi publik merujuk kepada bagaimana pemerintah 

merancang pengelolaan sumber daya yang dimiliki, menyusun kebijakan 

demi kesejahteraan masyarakat dan juga bagaimana penyelenggaraan 

layanan kepada warga negara. Pada intinya administrasi publik tidak 

hanya dikategorikan sesuatu yang bersifat teknis tetapi merupakan 

langkah strategis pemerintah dalam upaya menjamin terlaksananya 

kebijakan publik dengan baik sehingga kesejahteraan sosial dapat 

diwujudkan secara maksimal. 
Buku ini hadir untuk memberikan pemahaman yang lengkap dan 

terstruktur mengenai bagaimana prinsip-prinsip manajemen diterapkan 

dalam administrasi publik. Pembahasan dimulai dari fungsi manajemen 

publik yang menjadi kerangka dasar: mulai dari perencanaan yang matang, 

pengorganisasian yang efisien, pengarahan yang jelas, hingga pengawasan 

yang ketat dan berorientasi pada akuntabilitas. 

Pada sub bab Fungsi Manajemen Publik, pembaca akan diperkenalkan 

pada empat pilar utama manajemen—perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengawasan—yang menjadi rangkaian yang saling 

terpaut satu sama lain dalam penyelenggaraan program di pemerintahan. 
Sehingga akan memberikan memberikan gambaran keterhubungan antar 

fungsi dan pada akhirnya menjadi komponen manajerial yang efektif. 

Selanjutnya, Proses Perencanaan akan membahas bagaimana 

pemerintah menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran secara sistematis. 

Proses ini mencakup analisis lingkungan, penentuan prioritas, dan 

penyusunan rencana strategis maupun operasional. Perencanaan yang 

baik adalah pondasi keberhasilan setiap program, sehingga materi ini 

disusun untuk memberikan panduan logis dan aplikatif. 
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BAB 6 

KEPEMIMPINAN  

DALAM ADMINISTRASI PUBLIK 

 
 

A. PENDAHULUAN 

Kepemimpinan dalam administrasi publik merupakan elemen vital 

yang menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan negara. Dalam 

konteks ini, kepemimpinan bukan hanya soal kekuasaan, tetapi lebih 

kepada kemampuan untuk memimpin organisasi publik guna mencapai 

tujuan bersama yang melayani kepentingan publik secara efektif (Sutangsa, 

2023). Kepemimpinan yang efektif dalam sektor publik berperan sebagai 

pendorong utama bagi tercapainya tujuan-tujuan sosial dan pembangunan 

ekonomi di suatu negara. Dalam hal ini, peran pemimpin publik sangat 
strategis karena mereka tidak hanya berfungsi sebagai pengambil 

keputusan tetapi juga sebagai motivator yang menggerakkan seluruh 

aparatur negara untuk bekerja secara maksimal (Fitriani, 2007). Seiring 

dengan dinamika perkembangan zaman, tantangan dalam administrasi 

publik semakin kompleks. Di era globalisasi dan teknologi informasi yang 

berkembang pesat ini, pemimpin sektor publik dituntut untuk memiliki 

kemampuan dalam mengelola informasi, menjaga transparansi, serta 

beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat. Oleh karena itu, 

paradigma kepemimpinan dalam administrasi publik pun harus berevolusi. 

Paradigma lama yang lebih mengutamakan birokrasi dan kekuasaan 
formal kini mulai bergeser ke arah kepemimpinan yang lebih humanis, 

demokratis, dan transformasional. 

Kepemimpinan transformasional dalam administrasi publik adalah 

sebuah pendekatan yang mengutamakan perubahan positif baik di level 

individu maupun organisasi. Pemimpin transformasional tidak hanya fokus 

pada pencapaian tujuan jangka pendek, tetapi juga berupaya menciptakan 

perubahan yang berkelanjutan dengan menginspirasi bawahannya untuk 

bekerja dengan visi yang lebih besar, mengutamakan integritas, serta 
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BAB 7 

ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK 

 
 

A. PENTINGNYA ETIKA DALAM PELAYANAN PUBLIK 

Etika dalam pelayanan publik merujuk pada prinsip-prinsip moral yang 
harus di pegang oleh individu dan entitas yang terlibat dalam pelayanan 

publik kepada masyarakat. Hal ini sangat penting untuk memastikan 

bahwa layanan yang di berikan tidak saja efektif maupun efisien tetapi 

juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan transparansi yang menjadi 

dasar bagi kepercayaan publik, pemerintah serta institusi publik. Salah 

satu aspek fundamental yang penting terkait etika dalam pelayanan publik 

adalah komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas atau 

pertanggungjawaban, agar pelayanan publik dapat di percaya oleh 

masyarakat sebagai penerima layanan publik. Di era digitalisasi di 
Indonesia saat ini masyarakat menginginkan pelayanan prima serta 

berinovasi lebih efisien dan efektif agar di terima oleh masyarakat 

luas( Tambotoh & Gaol, 2023). Pelayanan publik yang optimal di arahkan 

kepada berbagai elemen masyarakat.Oleh karena itu etika dalam 

pelayanan publik harus menggambarkan prinsip-prinsip sosial yang lebih 

luas termasuk keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat (Rini,2023). 

Pelayananan publik tidak sekedar pelayanan barang atau jasa oleh 

pemerintah tetapi juga berkenaan dengan nilai pemberian pelayanan itu 

sendiri maupun mengenai cara terbaik pemberian pelayanan publik itu 

sendiri. Kompleksitas pelayanan yang di berikan harus di dorong oleh sikap 
profesional yang membuat pemberi layanan harus bertindak sesuai kode 

etik yang berlaku sesuai dengan peraturan pemerintah, di mana sebagai 

administrator publik harus bertanggungjawab dalam kebijakan dan 

tindakan terkait pelayanan publik kepada masyarakat. UU No. 25 Tahun 

2009 tentang pelayanan publik, menetapkan standar perilaku bagi 

birokrasi dalam memberikan pelayanan yang mencakup keadilan, 

kecermatan, kesantunan, profesional dan transparansi. Hal ini berkaitan 
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BAB 8 

REFORMASI DAN  

TATA KELOLA PEMERINTAHAN 

 
 

A. PENDAHULUAN 

Reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan 

kebutuhan yang tidak terelakkan dalam menghadapi dinamika global, 

tuntutan demokratisasi, dan meningkatnya ekspektasi masyarakat 

terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Di berbagai negara, reformasi 

administrasi publik menjadi respons terhadap persoalan-persoalan 

mendasar dalam birokrasi seperti inefisiensi, korupsi, rendahnya 

akuntabilitas, dan lemahnya partisipasi publik dalam pengambilan 

keputusan. Konteks Indonesia sendiri menunjukkan bahwa gelombang 
reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 tidak hanya bersifat politik, tetapi 

juga berdampak besar pada aspek kelembagaan, regulasi, dan tata kelola 

administrasi publik. Reformasi birokrasi pun dikembangkan sebagai bagian 

dari agenda strategis untuk membangun pemerintahan yang bersih, 

efektif, responsif, dan terbuka (Kementerian PANRB, 2021). 

Dalam kerangka reformasi tersebut, konsep tata kelola pemerintahan 

yang baik atau good governance menjadi landasan utama untuk 

mengarahkan perubahan sistemik dalam penyelenggaraan negara. Prinsip-

prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan 

penegakan hukum tidak hanya menjadi norma-norma etis, tetapi juga 
menjadi indikator keberhasilan reformasi administrasi (United Nations 

Development Programme [UNDP], 2022). Berbagai studi menegaskan 

bahwa implementasi good governance berkontribusi langsung terhadap 

peningkatan kualitas layanan publik, penguatan institusi demokrasi, dan 

percepatan pembangunan yang inklusif (World Bank, 2023). 

Namun demikian, reformasi tata kelola tidak hanya sebatas pada 

perubahan struktural dan prosedural. Esensinya terletak pada upaya untuk 

membangun budaya pemerintahan yang menempatkan kepentingan 
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BAB 9 

ANGGARAN SEKTOR PUBLIK 

 
 

A. KONSEP ANGGARAN SEKTOR PUBLIK 

Di Indonesia, merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
pasal 1 angka 7 tentang Keuangan Negara, anggaran sektor publik 

diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan yang 

mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Allen 

Schick (2009), proses penganggaran adalah rekonsiliasi di mana 

Pemerintah, Parlemen, dan masyarakat terlibat dalam diskusi tentang 

keunggulan dari berbagai opsi kebijakan serta metode pengalokasian 

sumber daya yang ada. Penganggaran juga berfungsi untuk mengatur 

tindakan pemerintah dalam mengelola dan menyediakan bantuan serta 

layanan kepada masyarakat, di samping pencatatan, akuntabilitas 
penggunaan dana publik dan hasil yang diperoleh. Definisi-definisi 

tersebut memperkuat pemahaman bahwa anggaran merupakan sebuah 

proses politik di mana semua pihak berkontribusi dalam pengalokasian 

dana publik untuk mendukung kepentingan masyarakat (Anggaran & 

Perbendaharaan, n.d.). 

Menurut Mardiasmo (2018), anggaran sektor publik memainkan peran 

yang signifikan dengan berbagai alasan, antara lain: 

1. Anggaran berfungsi sebagai sarana bagi Lembaga pemerintah untuk 

memberikan arahan dalam mendorong berbagai 

pembangunan di bidang sosial ekonomi, serta untuk memastikan 
keberlanjutan dan meningkatkan kualitas hidup warga suatu negara. 

2. Anggaran sangat diperlukan untuk mengakomodasi berbagai 

kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas serta 

senantiasa berkembang, sementara di sisi lain, sumber daya 

yang tersedia sangatlah terbatas. Jelas bahwa anggaran menjadi 

penting karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (scarcity of 
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BAB 10 

ADMINISTRASI PUBLIK DALAM ERA DIGITAL 

 
 

A. PENDAHULUAN 

Transformasi digital dalam administrasi publik telah muncul sebagai 
strategi penting dalam memodernisasi tata kelola, meningkatkan efisiensi, 

serta menjawab ekspektasi masyarakat yang terus berkembang di era 

digital. Berbagai studi menyoroti dampak transformatif dari teknologi 

digital terhadap pemerintahan publik di berbagai kawasan, dengan 

menekankan baik peluang maupun tantangan yang menyertai proses 

transisi ini. Salah satu manfaat utama dari transformasi digital adalah 

potensi peningkatan efisiensi dalam proses administrasi publik, 

sebagaimana dibuktikan oleh beragam studi kasus. Sebagai contoh, di 

Jerman, reformasi besar-besaran yang bertujuan untuk mengurangi 
birokrasi telah mendorong digitalisasi berbagai layanan publik, meskipun 

upaya modernisasi tersebut mengalami hambatan akibat sistem warisan 

yang sudah usang (Mergel, 2021). Di Indonesia, Direktorat Jenderal 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memanfaatkan inovasi digital 

guna meningkatkan kualitas layanan, yang menjadi contoh nyata 

penerapan alat digital dalam reformasi sektor publik (Magna & Maulana, 

2022). Temuan ini sejalan dengan perkembangan internasional, di mana 

integrasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan big data telah 

mengubah model pelayanan publik dan implementasi kebijakan (Saxena, 

2021; Mendonça et al., 2023). 
Namun demikian, transisi menuju digitalisasi tidak terlepas dari 

berbagai tantangan. Ketimpangan akses terhadap teknologi dapat 

menimbulkan eksklusi digital, yang secara tidak proporsional berdampak 

pada kelompok masyarakat yang terpinggirkan (Duarte, 2021; Ranchordás, 

2022). Studi menunjukkan, bahkan di negara-negara maju secara teknologi, 

masih terdapat kesenjangan dalam kompetensi digital dan infrastruktur, 

yang membatasi tercapainya tujuan transformasi digital secara 
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GLOSARIUM 

 

A 

Administrasi adalah proses pengelolaan kegiatan yang melibatkan 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk 

mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. 

Administrasi Publik adalah disiplin ilmu dan praktik yang berfokus pada 

pengelolaan pemerintahan, kebijakan publik, serta pelayanan kepada 

masyarakat. 

Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah atau pejabat publik untuk 

mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, dan penggunaan 

sumber daya kepada masyarakat. 

Administrasi Publik adalah proses penyelenggaraan pemerintahan yang 

mencakup perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Akuntabilitas adalah kewajiban birokrasi untuk mempertanggungjawabkan 

setiap tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya publik kepada 

masyarakat. 

ADM adalah singkatan dari Administrasi, yaitu proses pengelolaan sumber 

daya manusia, keuangan, dan material untuk mencapai tujuan organisasi. 

Akuntabilitas adalah kewajiban organisasi atau individu untuk 

mempertanggungjawabkan tindakan dan hasil kerja kepada pihak terkait. 

Akuntabilitas Politik adalah tanggung jawab organisasi publik kepada 

masyarakat dan lembaga politik atas kebijakan dan tindakan yang 

dilakukan. 
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